
 

 

 

Nomor  : 560/PM.00.02/K.JI-12/09/2024               Madiun, 20 September 2024 

Sifat   : Penting 

Lampiran : - 

Hal   : Imbauan  

 

Kepada 

Yth. Kepala Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Madiun 

       di,- 

Tempat   

      

A. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 

2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang; 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XXII/2019 tentang Permohonan 

Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota atau biasa disebut UU Pilkada; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

8. Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas 

Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. 

 

B. KETENTUAN 

1. Pasal 71 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 

a. Pasal 71, ayat (1) ”Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil 

negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang 

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan 

salah satu pasangan calon”. 



b. Pasal 71 ayat (1), Jo Pasal 188 “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil 

Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) 

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 

atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. 

2. Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

a. Pasal 29 huruf b, d, e, f, dan j “Kepala Desa dilarang: membuat keputusan yang 

menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan 

tertentu; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok 

masyarakat Desa; melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, 

barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 

pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”. 

b. Pasal 29 Jo, Pasal 30 ayat (1), dan (2) “Kepala Desa yang melanggar larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa 

teguran lisan dan/atau teguran tertulis; Dalam hal sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”. 

3. Pasal 51 Undang-undang nomor 6 tahun 2014  

a. Pasal 51 huruf f “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam 

kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”. 

b. Pasal 51 Jo, Pasal 52 ayat (1), dan (2) “Perangkat Desa yang melanggar 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif 

berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; Dalam hal sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”. 

 

C. IMBAUAN 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang serta upaya pencegahan terhadap 

pelanggaran di tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024, khususnya bagi Kepala Desa 

atau sebutan lain/ Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan,  

Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau Kepala Desa / Kelurahan untuk memperhatikan: 

1. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan 

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana 

pasal 71 ayat (1) uu nomor 10 tahun 2016; 

2. Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; melakukan tindakan diskriminatif 

terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; melakukan tindakan 

meresahkan sekelompok masyarakat Desa; melakukan kolusi, korupsi, dan 

nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 

memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; ikut serta dan/atau 

terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, 

sebagaimana ketentuan pasal 29 huruf b, d, e, f, dan j, UU nomor 6 tahun 2014; dan  

3. Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan 

umum dan/atau pemilihan kepala daerah, sebagaimana ketentuan 51 huruf f UU 

nomor 6 tahun 2014 

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Madiun



 

 

 

 

 

Tembusan : 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan; 

2. Arsip. 

   

  Ketua, 

 

 

S. WIDODO 

   

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Madiun


